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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi salah satunya berupa suap seperti yang telah
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Penyuapan dibedakan menjadi dua yang seringkali terjadi
dalam lingkungan pegawai negeri, diantaranya penyuapan kepada
penyelenggara negara maupun hakim. Penelitian ini mengkaji putusan hakim
dalam perkara korupsi suap yang terjadi di Lembaga Pemasyaratan oleh warga
binaan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan fokus pada Putusan
Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang mengurangi hukuman pada putusan
pengadilan sebelumnya karena dianggap sebagai sifat kedermawanan. Terdapat
perdebatan mengenai apakah pertimbangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan
tersebut dalam pertimbangannya telah memenuhi nilai keadilan hukum,
kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta alasan pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali berdasarkan Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum
normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif yang menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut
dikaitkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, Undang-
Undang Lapas, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data
berupa studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam putusannya
yang mempertimbangkan bahwa nilai suap yang relatif kecil dan niat
kedermawanan Terpidana dalam menjatuhkan putusan belum memenuhi rasa
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat. Sehingga menimbulkan
keresahan dan kekhawatiran di masyarakat. Permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon/Terdakwa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil
pengajuan peninjauan kembali, namun salah satu alasan yang diajukan belum
memenuhi syarat dikabulkannya suatu permohonan peninjauan kembali.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan
hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Tindak Pidana Suap, Kedermawanan



ABSTRACT

One form of corruption is bribery, as stipulated in Article 5 of Law
Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the
Eradication of Corruption Crimes. Bribery is differentiated into two categories
that often occur within the civil service environment, including bribery to state
officials and judges. This research aims to examine the judge's decision in the
corruption bribery case that occurred in the Penitentiary by an inmate to the
Head of the Penitentiary, focusing on Decision Number 237 PK/Pid.Sus/2020,
which reduced the punishment from the previous court ruling as it was
considered an act of generosity. There is debate on whether this consideration
aligns with the applicable legal principles. This research aims to determine
whether the decision, in its consideration, fulfills the values of legal justice,
legal certainty, and legal benefits, as well as the reasons behind the judge's
consideration in granting the review request based on the Judicial Power Law
and Article 263 of the Criminal Procedure Code.

The research method used is normative legal research. The approach
used in this research is a juridical-normative approach that examines the
judge's considerations in the decision in relation to the Judicial Power Law, the
Criminal Procedure Code, the Penitentiary Law, and the Corruption
Eradication Law, with a qualitative research type using document study data
collection methods.

The research results show that the Panel of Judges, in their decision,
considered that the relatively small amount of bribery and the convict's
intention of generosity in rendering the decision did not meet the sense of
justice, benefits, and certainty for the community. This has caused unrest and
concern in society. The review request from the Applicant/Defendant met the
formal and material requirements for submitting a review, but one of the
reasons submitted did not meet the requirements for granting a review request.
This research is expected to contribute to the development of criminal law,
especially regarding corruption crimes in Indonesia.

Keywords: Judge's consideration, Bribery Crime, Generosity
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas disegala penjuru
kehidupan negara oleh pihak-pihak yang ingin memperkaya diri sendiri
dengan cara merugikan keuangan negara. Menurut Survei Transparansi
Internasional (TI1) tahun 2014, Indonesia menempati urutan 107 dari 175
negara oleh Indeks Persepsi Korupsi Dunia. Sedangkan menurut data dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia kasus suap menjadi
kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak diusut yaitu 52% dari total
kasus yang ada.* Databoks (5/6/2023) dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), di tahun 2022 terdapat 15,46%
masyarakat yang melakukan penyuapan kepada petugas ketika mengakses
layanan publik dan sebanyak 18,32% terjadi pada pelaku usaha kepada
petugas ketika mengakses layanan publik.?

Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya membahayakan
keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan perekonomian
masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

! Supeni Anggraeni Mapuasari dan Hadi Mahmudah, “Korupsi Berjamaah: Konsensus
Sosial atas Gratifikasi dan Suap,” Jurnal Integritas, VVol. 4 No. 2 (Desember 2012), him. 161.

2 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-
berkurang-pada-2022 (diakses Rabu, 24 Januari 2024 pukul 02.15 WIB).



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-berkurang-pada-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/kasus-suap-di-indonesia-berkurang-pada-2022

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU
PTPK). Selain itu, untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi,
pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.®
Dengan diratifikasinya konvensi ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang sedang ramai
diperbincangkan oleh media massa, para elit politik bahkan masyarakat
umum.

Tindak pidana korupsi salah satunya berupa suap yang seringkali
terjadi dalam lingkungan pegawai negeri, diantaranya penyuapan kepada
penyelenggara negara maupun hakim. Seperti yang telah diatur dalam Pasal
5 UU PTPK, penyuapan dibedakan menjadi dua, yaitu (Pasal 5 huruf a)
tindak pidana korupsi berupa suap dengan memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau
tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan (Pasal 5
huruf b) tindak pidana korupsi berupa suap dengan memberi sesuatu pada
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan

kewajiban jabatannya.*

3 Eddy O.S. Hiariej, “United Nations Convention Agaist Corruption dalam Sistem Hukum
Indonesia,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 1 (Februari 2019), him. 113.

4 Hisar Sitohang, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan
Penyalahgunaan Jabatan dalam Bentuk Penyuapan Aktif,” PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2
(Agustus 2018), him. 77.



Terdapat salah satu kasus tindak pidana suap yang terjadi di
Lembaga pemasyarakatan (Lapas) karena adanya penyalahgunaan
wewenang oleh aparat hukum melibatkan petugas Lapas dan warga binaan
yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.® Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)
terhadap WH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)
Sukamiskin Bandung atas dugaan kasus suap. Selain itu, terdapat tersangka
lain yang ditetapkan oleh KPK yaitu FD yang merupakan narapidana di
Lapas Sukamiskin dalam kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan
bersama dua orang yang diamankan oleh KPK yakni HS yang merupakan
pegawai negeri Lapas Sukamiskin serta warga binaan AR. Dugaan tindak
pidana penyuapan dilakukan untuk “membeli” fasilitas berupa sel mewah
yang dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, WC duduk, dan lainnya serta
kemudahan dalam hal perizinan keluar Lapas.®

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan penelitian ini berfokus
terhadap FD, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, Majelis Hakim menetapkan vonis 3,6
tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 4

bulan pidana kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi

5 Muhammad Ravli dan Dey Ravena, “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli
Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang —
Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” Bandung Conference Series: Law
Studies, Vol. 2 No. 1 (2022), him. 638.

6 https://news.detik.com/berita/d-5188350/kpk-eksekusi-fahmi-darmawansyah-ke-lapas-
sukamiskin (diakses Rabu, 24 Januari 2024 pukul 02.30 WIB).
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berupa suap secara bersama-sama dan berlanjut. Namun pada tanggal 08
Desember 2020 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan
Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana FD dan
mengurangi hukuman penjara menjadi 1,6 tahun penjara dan denda
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan pidana kurungan.

Berdasarkan UU PTPK, tuntutan maksimal yang seharusnya
dijatunkan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana
penyuapan setelah menjalani vonis hukuman yang juga disebabkan karena
melakukan tindak pidana penyuapan adalah pidana 5 (lima) tahun penjara.
Namun, dalam kenyataannya hakim mengabulkan permohonan PK dan
malah mengurangi tuntutan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri
Bandung. Hal yang menarik adalah hakim memberikan pertimbangan
bahwa terkait pemberian mobil Mitsubishi Triton dan barang-barang
lainnya kepada Kalapas Sukamiskin tersebut dimana telah memenuhi unsur
tindak pidana suap, dinilai tidak didasari niat jahat untuk mendapatkan
fasilitas dalam lapas yang bertentangan dengan kewajiban dari Kalapas
melainkan karena sifat kedermawanan dari Pemohon PK.

Atas dasar permasalahan dan uraian di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi
dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI

PUTUSAN NOMOR 237 PK/PID.SUS/2020)”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Hakim Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 telah memenuhi
nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum?

2. Mengapa Majelis Hakim dalam Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020
mengabulkan permohonan peninjauan kembali Terdakwa/Pemohon
Peninjauan Kembali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020
apakah telah memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
hukum.

2) Untuk mengetahui alasan majelis hakim dalam Putusan Nomor 237
PK/Pid.Sus/2020 mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari
Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
khususnya dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia,
terutama pidana khusus terkait tindak pidana korupsi berupa suap,

hukum acara pidana berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab



hakim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi
referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.
2) Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan bagi masyarakat agar memiliki kesadaran terkait tindak
pidana suap, khususnya yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.
D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-
penelitian terkait yang telah ada sebelumnya, penulis menemukan beberapa
hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, dan karya tulis lainnya memiliki
sedikit relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa
penelitian yang telah ditelusuri dan memiliki beberapa kesamaan dengan
penelitian penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Muhammad Faza Alfalah dan
Kristiyadi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya
Peninjauan Kembali pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor 237
PK/Pid.Sus/2020).”’Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam
penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah alasan atau pertimbangan
hakim dalam memutus dan menerima terkait permohonan peninjauan

kembali pada kasus tindak pidana korupsi berupa suap kepada kepala

” Muhammad Faza Alfalah dan Kristiyadi, “Analisis Pertimbangan Dikabulkannya
Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/PK/Pid. Sus/2020).”
Verstek 11.4: 554,



lembaga pemasyarakatan yang menurut hakim pemberian dari Pemohon
dinilai kecil dan merupakan bentuk kedermawanan dari Pemohon.
Perbedaan artikel di atas dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu
tidak hanya membahas mengenai alasan hakim saja tapi juga pertimbangan
hakim dilihat dari nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ravli dan Dey
Ravena dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli
Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan
dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”®
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan
kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder.
Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah upaya penegak
hukum dalam menangani kasus praktik jual beli fasilitas di Lembaga
Pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin dan kebijakan yang akan diambil
kedepannya dalam mengatasi permasalahan jual beli fasilitas di lembaga
pemasyarakatan. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun
yaitu terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan dengan kasus yang
serupa dengan penelitian diatas.

Ketiga, Dalam skripsinya Anjas Ardiansyah yang berjudul

“Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap dalan Pertimbangan

8 Muhhammad Ravli dan Dey Ravena, “Penegakan Hukum terhadap Praktik Jual Beli
Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Dihubungkan dengan Undang —
Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”, Bandung Conference Series: Law
Studies, Vol. 2 No. 1 (2022).



Hakim Putusan Peninjauan Kembali Studi Putusan Nomor 237
PK/Pid.Sus/2020.”° Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-
yuridis dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumen.
Permasalahan yang diangkat adalah pemahaman dalam pembuktian tindak
pidana korupsi suap sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi suap
dalam putusan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis
lakukan yaitu penelitian ini mengangkat permasalahan terkait alasan hakim
meringankan dakwaan dalam putusan tersebut dan apakah telah memenuhi
nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka menurut penulis
dalam penelitian ini memiliki kebaharuan dan kontribusi pengetahuan
(contribution to knowledge) terkait hukum pidana, khususnya tindak pidana
korupsi berupa suap. Demikian mengenai keilmiahan penelitian, orisinalitas
dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki
perbandingan yang mendasar pada pendekatannya maupun secara
metodologi penelitian yang hendak dilakukan, sehingga secara akademik
penelitian ini bagi peneliti layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori memiliki tujuan guna memberikan gambaran mengenai

batasan-batasan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian yang akan

® Anjas Ardiansyah, et al. “Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam
Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Nomor 237 PK/Pid.
Sus/2020)”. Bachelor's Thesis.



dilakukan, terkait teori variabel-variabel permasalahan yang hendak

diteliti.’ Teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah teori

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan teori tujuan hukum

dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan
konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat.'* Menurut Soerjono
Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai
yang tertera dalam kaidah, pandangan yang mantap, dan
mengejawantahkan (menerapkan) dalam sikap atau tindakan sebagai
serangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan kedamaian dalam
kehidupan sosial.’> Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddigie
adalah suatu proses dilakukannya upaya memastikan norma-norma
hukum ditegakkan atau berfungsi secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat
dan bernegara.*®

Penegakan hukum memerlukan adanya upaya secara preventif,

yaitu mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan

10 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2004), him. 41.

11 Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di
Indonesia,” Jurnal Indigenous Knowledge Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022), him. 188-190.

12 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara,
2004, him. 41.

13 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum
di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 206.



oleh badan-badan ekskutif dan kepolisian. Jika masih terdapat adanya

pelanggaran setelah preventif, maka diperlukan upaya represif yang

melibatkan  kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga
pemasyarakatan. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga
memiliki hak untuk ikut andil dalam penegakan hukum agar hukum
dapat ditaati oleh masyarakat. Pemerintah miliki peranan yang sangat
penting dalam mengelola suatu wilayah negara beserta rakyatnya yakni
menciptakan kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai tujuan
bernegara pemerintah diharuskan menjaga hak asasi setiap warganya.*

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:*®

1) Faktor Hukum, penyelenggaraan hukum merupakan proses
penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata dengan
tujuan mencapai perdamaian.

2) Faktor Penegak Hukum, salah satu dari kunci keberhasilan dalam
penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari petugas
penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, salah satu contohnya adalah

pendidikan yang mana polisi menerima pendidikan cenderung pada

14 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan
dan Deskriminalsasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 111-112.

15 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum
di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 210-223.
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hal praktis konvensional sehingga polisi mengalami banyak
hambatan di dalam tujuannya.

4) Faktor Masyarakat, setiap masyarakat pasti mempunyai kesadaran
hukum yang timbul dengan taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5) Faktor Kebudayaan, mempunyai fungsi untuk mengatur agar
manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat,
dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.

. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim sebagai orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau

mahkamah, dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan undang-

undang yang telah ditentukan. Hakim tidak boleh menjatuhkan
hukuman melebihi atau kurang dari yang telah ditentukan oleh undang-
undang, hakim juga dituntut dapat berlaku adil dalam memeriksa suatu
perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah

mengatur mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan,

yang menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang
dijadikan dasar untuk mengadili”
Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan
dampak-dampaknya, baik sosial maupun ekonomi dari penjatuhan

tersebut serta harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran,
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keadilan, dan kepastian hukum. Hakim diberikan kewenangan untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya negara hukum Indonesia.®

Menurut Mackenzie!’, terdapat beberapa teori atau pendekatan
yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan dalam suatu perkara yakni sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseimbangan
antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan
kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan serta berkaitan dengan
perkara, seperti adanya keseimbangan yang saling berkaitan antara
kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim adalah diskresi atau kewenangan
dari hakim yang disesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang
wajar bagi setiap pelaku tindak pidana maupun perkara perdata.
Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yakni
penggugat dan tergugat dalam perkara perdata serta pihak terdakwa

atau penuntut umum dalam perkara pidana.

16 Pungki Yulian, “Kajian Atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang Membatalkan
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 115/Pid/2020/PT. TJK),” (Surakarta, UNS: 2021).

17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 102.
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3)

4)

5)

6)

Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan
pidana harus dilakukan secara sistematik dan kehati-hatian
khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu
dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.

Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya dalam perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari,
dengan demikian seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana
yang berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan
perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang
disengketakan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan serta
pertimbangan oleh hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas
untuk menegakkkan hukum dan memberikan keadilan bagi para
pihak yang berkara.

Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah,

masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam
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mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi
manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
3. Teori Tujuan Hukum
Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan tujuan
hukum, penting untuk menggunakan asas prioritas. Karena dalam
kenyataannya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian
hukum sering berbenturan, begitu juga sebaliknya dan ketika terjadi
benturan maka suatu keharusan ada yang dikorbankan. Gustav
Radbruch mengurutkan asas prioritas dimana yang pertama keadilan
hukum, kedua kemanfaatan hukum dan ketiga kepastian hukum.8
1. Teori Keadilan Hukum
Teori keadilan salah satunya berarti adanya persamaan hak dan
kewajiban atas semua orang di depan hukum (equality before the
law). Bagi Gustav Radbruch keadilan mempunyai sifat normatif dan
juga sekaligus konstitutif untuk hukum. Keadilan diemban oleh
hukum yang bersifat normatif sebab hukum positif berpangkal pada
keadilan dan bersifat konstitutif karena suatu keharusan bagi hukum
mengandung keadilan. Aturan yang tidak mengandung keadilan
tidak pantas menjadi hukum.*®

2. Teori Kemanfaatan Hukum

18 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), him. 123.

19 Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi
(Yogyakarta: Genta Publising, 2013), him. 117.
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Secara umum, kemanfaatan dipahami sebagai kesesuaian
suatu sarana untuk merealisasikan suatu tujuan.?’ Baik dan buruknya
suatu akibat yag dihasilkan oleh penerapan hukum akan menjadi
tolak ukur bagi baik dan buruknya hukum, jadi ketika penerapan
hukum menghasilkan kebaikan, kebahagian yang besar dan
berkurangnya penderitaan maka hukum tersebut dapat dikatakan
baik dan begitupun sebaliknya. Teori Kemanfaatan mempunyai
tujuan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat atau bahkan
seluruh rakyat.?*

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, dapat diartikan ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.
Penegakan dengan tanpa memperdulikan siapa yang menjadi pelaku
merupakan bentuk nyata, yang mana kepastian hukum sangat
dibutuhkan agar prinsip persamaan dihadapkan hukum tanpa
diskriminasi dapat terwujud.??

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini  merupakan penelitian yuridis normatif yaitu

menggunakan penelitian kepustakaan (library research), penelitian

20 Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” Law’s Ideal Dimension 26.1946
(2021), him. 8.

2L Muhammad Erwin, Filsafat Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), him. 122.

22 1bid, him. 123.
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dengan mengkaji objek penelitian melalui konsep-konsep maupun teori-
teori dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-
buku, jurnal maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan
tindak pidana suap.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang
berfungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dengan
penjelasan yang sistematis komprehesif serta memberikan analisis
terhadap unsur-unsur tindak pidana suap dan pertimbangan hakim
menurut teori tujuan hukum.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pertama pendekatan
perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah semua
undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan dan kedua
pendekatan kasus (case approach) yaitu mempelajari penerapan norma
atau kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian
ini.?® Peneliti dalam hal ini menelaah pertimbangan hakim dalam
putusan yang diteliti berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 263 KUHAP
yang terkait dengan konsep tindak pidana korupsi berupa suap yang

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), him.
178-180.
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan lainnya.
4. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang Dbersifat
autoritatif atau mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.?* Bahan hukum primer yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), him.
181.
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6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

10) Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentas atas
putusan pengadilan®, serta sumber lain yang mendukung penjelasan
terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder
seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan rujukan lain yang sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi dokumen atau kepustakaan yaitu mencari data-data kualitatif yang

2 1bid, him. 183.
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memuat fakta-fakta serta informasi yang ada. Peneliti mengumpulkan
bahan hukum, membaca, mencatat serta mengutip dari bahan-bahan
hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.?®

6. Analisis Data
Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data penelitian
yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif berupa mencari informasi melalui
kerangka induktif yaitu menganalisis data berdasarkan fakta-fakta
khusus yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori terkait tema
penelitian. Adapun landasan teori dalam pemaparan hasil penelitian
adalah teori tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum serta mengidentifikasi dengan pendekatan yang ditempuh dan
menarik kesimpulan secara menyeluruh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis

mengenai berbagai materi yang saling berkaitan mengenai masalah dan

pembahasan yang akan diteliti. Berikut sistematika pembahasan yang

dimaksud:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

% Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan
Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 36-37.
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Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana suap yang
diantaranya pengertian serta unsur-unsurnya dan tinjauan umum terkait

lembaga pemasyarakatan, upaya hukum dan putusan pengadilan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum perkara Nomor 237
PK/Pid.Sus/2020 serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan isi

amar putusan tersebut.

Bab keempat menjabarkan analisis terhadap putusan nomor 237
PK/Pid.Sus/2020 mengenai pertimbangan majelis hakim dikaitkan dengan
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta alasan majelis hakim

dalam meringankan dakwaan terhadap terdakwa.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran dari peneliti terkait dengan keseluruhan penulisan.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah telah diuraikan, penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 belum
sepenuhnya memenuhi ketiga aspek tujuan hukum tersebut. Meskipun
putusan tersebut memberikan vonis kepada terdakwa, namun
dikuranginya vonis yang didasarkan pada sifat kedermawanan terdakwa
belum memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua
pihak yang terlibat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap
masyarakat luas serta sistem hukum dalam menangani kasus tindak
pidana korupsi.

2. Dasar pengambilan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 237
PK/Pid.Sus/2020 adalah permohonan terdakwa yang mendalilkan
adanya pernyataan yang bertentangan dan terdapat kekhilafan hakim
atau kekeliruan yang nyata mengenai tidak adanya niat jahat dari
terdakwa mengenai pemberian yang dilakukan akan tetapi hanya
didasarkan pada sifat kedermawanan terdakwa. Hal ini tentu tidak tepat
karena tidak adanya kejelasan dan tidaksesuai dengan syarat formil dan
syarat materiil sesuai ketentuan dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penyusun memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan kebijakan hukum yang lebih tegas dan konsisten
dalam penanganan kasus korupsi, terutama yang terjadi di lingkungan
lembaga pemasyarakatan. Peraturan yang lebih jelas mengenai definisi
dan batasan dari kedermawanan di dalam konteks hukum pidana perlu
diperhatikan untuk menghindari penafsiran yang dapat merugikan nilai
keadilan.

2. Pengawasan yang lebih ketat dan independen di lembaga
pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik-
praktik suap dan gratifikasi. Pengawasan internal dan eksternal harus
diperkuat untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang
oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

3. Penguatan edukasi dan pembinaan moral bagi petugas lembaga
pemasyarakatan perlu dan harus ditingkatkan. Program-program yang
menekankan pada integritas dan anti-korupsi harus menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari pelatihan agar nilai-nilai integritas dan
penolakan terhadap praktik korupsi menjadi bagian yang melekat dalam

keseharian dan budaya kerja petugas lembaga pemasyarakatan.
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